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BAB I

INFLASI

I. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga ( penurunan nilai barang dan jasa ) secara terus

menerus dan berkepanjangan atau dalam jangka waktu yang lama. Yang Secara umum

akan mengakibatkan nilai uang akan turun.

Pengertian tersebut mengandung makna :

1. Ada kecenderungan harga-harga meningkat walaupun suatu masa tertentu turun atau naik

dibandingkan sebelumnya, tetapi tetap memperlihatkan kecenderunagn yang meningkat.

2. Kenaikan tingkat harga berlangsung secara terus menerus, tidak terjadi pada suatu

saat/satu waktu saja

3. Kenaikan harga adalah tingkat harga umum, bukan hanya beberapa produk (komoditi)

saja.

II. Penyebab Timbulnya inflasi

Secara garis besar, ada tiga kelompok yang memberikan teori penyebab timbulnya inflasi,

yaitu:

1. Teori Kuantitas

Teori kuantitas menyoroti proses inflasi dari segi peranan jumlah uang yang beredar dan

harapan

(expectation) masyarakat tentang kenaikan harga di masa yang akan datang.

a. Peranan jumlah uang yang beredar

Dengan dilandasai pemikiran atas persamaan pertukaran dari Irving Fisher Inflasi

diperoleh,
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Keterangan :

M :jumlah uang yang beredar

V :kecepatan uang beredar berpindah tangan

P :harga barang

T :jumlah barang yang diperdagangkan.

Contoh :

Jumlah uang yang beredar adalah Rp 100.000,00, kecepatan beredar adalah 10

kali. Jumlah barang yang diperdagangkan adalah 100 unit, maka tingkat harga

adalah Rp 10.000,00. Jika jumlah uang yang beredar menjadi Rp 200.000,00,

sedang V dan T tetap maka tingkat harga akan menjadi Rp 20.000,00.

b. Harapan (expectation) masyarakat tentang kenaikan harga.

Walaupun jumlah uang bertambah, jika masyarakat percaya atau mempunyai

keyakinan bahwa harga barang dan jasa tidak akan naik, maka pertambahan

pendapatan uang tersebut tidak akan dibelanjakan, tetapi disimpan untuk menambah

kas atau berjaga-jaga. Sebaliknya jika mayarakat memiliki harapan, maka

penambahan pendapatan akan menambah permintaan efektif sehingga mendorong

terjadinya inflasi.

2. Teori Keyness

Menurut Keyness inflasi terjadi karena perebutan perolehan barang dan jasa oleh

masyarakat pelaku ekonomi(rumah tangga konsumsi) yang ingin memperoleh barang

dan jasa lebih banyak dengan kredit, demikian juga investasi rumah tangga produksi

memperluas usahanya dengan cara kredit. Sementara iyu pemerintah dengan cara

mencetak uang baru. Akibatnya permintaan agregate/keseluruhan terhadap barang dan

jasa melebihi jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan mengakibatkan kenaikan

harga.

MV = P T
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Contoh :

Di negara A kebutuhan akan bahan pangan sekitar kurang lebih 28.978.000 ton pertahun,

sedangkan faktor produksinya hanya mampu menghasilkan 18.028.000 ton/tahun.

3. Teori Strukturalis

Menurut teori strukturalis inflasi ditimbulkan oleh ketidakelastisan produsen dalam

menghasilkan barang khususnya sektor pangan.

Contoh : di negara berkembang pertumbuhan produksi bahan makanan lebih lambat

daripada pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita sehingga harga bahan

makanan meningkat.

A. Penggolongan Inflasi

Inflasi digolongkan berdasarkan tingkat keparahannya,awal penyebab, dan asal dari

inflasi.

1. Penggolongan inflasi Berdasarkan tingkat keparahannya

Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibedakan menjadi 4, yaitu :

a) Inflasi Ringan

Adalah inflasi dengan tingkat inflasi di bawah dari 10 % per tahun.

b) Inflasi Sedang

Adalah inflasi dengan laju 10% sampai dengan 30% per tahun.

c) Inflasi Berat

Inflasi dengan laju 30% sampai dengan 100% per tahun.

d) Inflasi sangat berat (Hipper Inflation)

Inflasi dengan laju lebih dari 100 % per tahun.

Contoh :

Laju inflasi di indonesia

Tahun 2007 2008 2009 2010

Inflasi (%) 5,06 6,40 17,11 9,52
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Berdasarkan data di atas tampak pada tahun 2005 laju inflasi yang terjadi di indonesia

masih tergolong inflasi sedang, yaitu sebesar 17,11%. Dan pada tahun 2006 inflasi di

indonesia tergolong ringan karena di bawah 10% per tahun yaitu 9, 52 %.

2. Pengolongan inflasi berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi.

Pengolongan inflasi berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi di bagi dua sebagai

berikut :

a. Inflasi karena kelebihan permintaan efektif atas barang dan jasa (demand pull

inflation).

Permintaan efektif yang besar dari masyarakat tanpa di imbangi dengan penyedian

barang dan jasa akan menyebabkan keseimbangan antara permintaan dengan

penawaran terganggu, akibatnya harga barang naik. Dengan demikian, inflasi akan

terjadi.

Demand pull inflation dapat terjadi karena beberapa hal berikut :

 Terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat karena terlalu banyak uang

yang dialirkan oleh bank sentral.

 Meningkatnya anggaran belanja negara dan exspansi bisnis dapat

meningkatkan permintaan barang secara keseluruhan, akhirnya memicu inflasi.

 Konsumen lebh memilih membeli barang dalam jumlah yang lebih banyak

dibandingkan untuk menabung

 Besarnya pajak diturunkan.

Kurva demand pull inflation
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Keterangan: naiknya permintaan barang 0Q1 ke 0Q2 membuat harga barang juga

naik dari 0P1 ke 0P2. Naiknya harga ini mengakibatkankurva dar D1D1 bergeser ke

P1P2 yang berarti pula bergesernya keseimbangan dari E1 ke E2, namun tidak

diimbangi naiknya penawaran(penawaran tetap/SS).

b. Inflasi karena naiknya biaya produksi (Cost pull inflation)

Inflasi dapat terjadi karena kenaikan biaya produksi peruasahan dengan harga

pokok produksi naik dan menyebabkan hasil produksi dan perusahaan berkurang

sehingga harga barang naik.

Kurva Cost push inflation

Keterangan : Naiknya biaya produksi menyebabkan hasil produksi turun sehingga

penawaran berkurang dari 0Q1 ke 0Q2. Turunnya penawaran menyebabkan harga naik

0P1 ke 0P2. Turunnya penawaran membuat kurva bergeser dari S1S1 ke S2S2 yang

bergeser pula dari E1 ke E2.

3. Penggolongan inflasi berdasarkan asal inflasi.

Penggolongan inflasi berdasarkan asal inflasi dibagi dua sebagai berikut.

a) Inflasi berasal Negara Luar Negeri (Imported Inflation)
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Inflasi yang disebabkan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam negeri,

misalnya: karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan melakukan

percetakan baru.

b) Dalam Negeri (Domestic Inflation)

Inflasi yang disebabkan pengaruh-pengaruh dari luar negeri, misalnya : karena

kenaikan harga gandum ynag di import naik maka harga tepumng terigu dan harga

roti di dalam negeri ikut naik.

B. Dampak Inflasi

Inflasi berdampak positif maupun negatif. Inflasi ringan berdampak positif, yaitu dapat :

 Mendorong perkembangan ekonomi

 Memperbesar laba

 Mendorong pengusaha memperluas produksi

 Meningkatkan pendapatan nasional

 Memperluas kesempatan kerja

Sedangkan yang berdampak postif yaitu :

1. Bagi pelaku ekonomi

Inflasi menyebabkan :

a) Pengusaha enggan melakukan investasi dan perluasan usaha, karena pada saat

inflasi tingkat bunga akan tinggi dengan kondisi harga yang semakin meningkat

pengusaha cenderung menginvestasikan pada usaha yang bersifat spekulatif.

b) Semakin meningkatnya investasi

c) Harga barang lebih murah dan kegiatan eksport akan terhambat

d) Neraca perdagangan defisit

e) Mengurangi defisa negara

f) Ketidak pastian ekonomi negara.

2. Bagi masyarakat

Inflasi akan merugikan bagi masyarakat yaitu :

a) Orang yang berpenghasilan tetap akan dirugikan karena gaji yang diterima akan

mendapatkan barang/jasa lebih sedikit.

b) Orang bekerja di perusahaan gaji yang diterima mengikuti timgkat inflasi.
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c) Harga-harga umum akan meningkat

d) Permintaan luar negeri akan berkurang dan prpoduksi dalm negeri menurun.

e) Pengurangan kesempatan kerja.

f) Pengangguran.

g) Masyarakat enggan menabung karena nilai uang semakin menurun.

h) Kelngkaan barang yang akan memperparah inflasi.

C. Cara Mengatasi Inflasi

Pemerintah untuk mengendalikan dan mengatasi inflasi yang semakin meningkat,

menggunakan beberapa kebijakan yaitu :

1. Kebijakan Moneter

Adalah Kebijakan pemerintah dibidang keuangan yang dilakukan oleh Bank

Sentral/dewan moneter dengan tujuan untuk mengukur jumlah uang yang beredar di

masyarakat.

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil kebijakan diantaranya melalui :

a. Kebijakan Diskonto(discount Policy)

Adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menaikan suku

bunga.

Contoh : Bank indonesia memerintah bank umum agar mengurangi/ mempersempit

pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikan bunga pengaman

sehingga uang yang beredar akan menurun.

b. Operasi Pasar Terbuka(open Market Operation)

Adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara menjual/membeli surat

berharga.

Contoh : Bank indonesia akan menjual surat-surat berharga seperti obligasi kepasar

modal, sehingga uang masyarakat akan masuk ke Bank sentral dan mengurangi

uang yang beredar.

c. Menaikan kas rasio

Menaikan kas rasio dilakukan oleh bank indonesia dengan cara mengubah besarnya

kas rasio dengan menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan

kewajiban giral bank.
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d. Kebijakan pengaturan kredit atau pembiyaan

Kebijakan kredit yang dilakukan dengan cara kredit selektif, yaitu pemberian kredit

yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan memilih penerima kredit secara selektif.

ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi JUB sehingga inflasi dapat ditekan.

Contoh : Banj Sentral berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan

pemberian kredit kepada nasabah.

2. Kebijakan Fiskal

Ada tiga kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi yaitu :

a) Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah

Penerima dapat menekan angka inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran

belanja negara yang menyebabkan permintaan barang dan jasa berkurang

b) Menaikan tarif pajak

Peningkatan tarif pajak akan mengurangi kegiatan komsumsi, sehingga uang yang

di belanjakan masyarakat akan berkurang.

c) Mengadakan pinjaman pemerintah

Pemerintah meminjam secara paksa atau dilakukan tanpa kompromi terlebih dahulu

sehingga menambah pendapatan / berupa pinjaman bagi negara.

Contoh : pada masa orde lama pemerintah pernah menerapkan kebijakan memotong

10% dari gaji pegawai negeri untuk ditabung/ dipinjam oleh pemerintah.

3. Kebijakan Non Moneter atau Kebijakan Riil

Kebijakan diluar kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi masalah inflasi dapat

ditempuh dengan cara :

a. Peningkatan produksi

Jika barang yang di produksi bertambah maka inflasi akan tertahan bahkan

perekonomian akan lebih meningkat.

b. Kebijakan upah

Inflasi dapat diatasi dengan mengurangi deposible income masyarakat. Untuk

menurunkan laju produksi pemerintah meningkatkan produktifitas disertai dengan

pengaturan upah yang sesuai.

c. Pengendalian harga dan distribusi produksi
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Pengawasan harga pemrintah biasanya dilakukan berupa penetapan harga

minimun(floor Price) atau penetapan harga maksimum(ceiling Price). Dampak dari

pengendalian harga adalah munculnya pasar gelap (black market).

D. Peran Bank Central(Bank Indonesia) dalam mengatasi inflasi

Dilakukan melalui :

1. Open Market policy/ operasi pasar terbuka

Adalah Bank Sentral menjual SBI kepada masyarakat melalui Bank Umum. Dengan

penjualan SBI maka jumlah uang yang beredar akan berkurang karena masuk ke Bank

Sentral/Bank Indonesia.

2. Cash Ratio/ politik Persediaan Kas

Adalah Bank Indonesia mewajibkan kepada bank-bank Umum untuk menaikan

cadangan kasnya. Dengan kebijakan ininmaka bank-bank umum akan berusaha

menaikan persediaan kasnya dengan meningkatkan tabungan dan mengurangi kredit.

3. Politik Diskonto

Adalah dengan cara menaikan tingkat suku bunga. Dengan demikian tingkat suku

bunga diharapkan masyarakat akan menyimpan uangnya di bank sehingga jumlah uang

yang beredar menjadi berbunga.

4. Pengawasan kredit/kredit selektif

Adalah kredit hanya diberikan untuk usaha-usah produktif dan bukan untuk kredit yang

sifatnya konsumtif.

E. Pengertian Indeks Harga

Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI) adalah untuk mengukur

tingkat perubahan harga kelompok barang dan jasa yang sering dipakai dalam sebuah

rumah tangga dalam jangka waktu tertentu.

IHKn – IHKn-1

Inflasi = x 100 %

IHK n-1
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Dengan

IHK = Indeks Harga Konsumen

IHKn = Indeks Harga Konsumen periode sekarang

IHK n-1 = Indeks Harga Konsumen periode sebelumnya.

Contoh soal :

Harga beras IR 64 di Wates pada bulan Juli Rp 3700,00 per kg, sedang pada bulan Agustus

Rp 4500,00 per kg. Jika IHK bulan Juli adalah 100 maka tentukan ;

a) Indeks harga konsumen pada bulan Agustus.

b) Laju inflasi bulan Agustus.

Jawab :

a)

Jadi, IHK bulan Agustus sebesar 121,62 %

b)

Harga Sekarang

IHK = x 100 %

Harga tahun depan

Harga Sekarang

IHK = x 100 %

Harga tahun depan

4500

IHK = x 100 % = 121, 62

3700

IHKn-IHKn-1

Inflasi = x 100 %

IHK n-1

= 121,62 – 100 x 100 %

100

= 21,62 %
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Jadi, laju inflasi bulan Agustus sebesar 21,62 %.

Perhitungan indeks juga dapat dilakukan dengan formula Laspeyres, sebagai berikut :

Dengan :

In = Indeks Harga bulan n

Pn = Harga bulan n

Po = Harga bulan n – 1 (bulan sebelumnya)

Qo = Konsumsi barang bulan sebelumnya.

Contoh soal:

Perhatikan tabel berikut yang menunjukan harga dan jumlah beberapa jenis barang dan

jasa.

No Nama Barang Harga

April(P0)

(Rp)

Harga

Mei(Pn)(Rp)

Jumlah (Q0)

(Rp)

1. Bahan Makanan 500 600 2.000

2. Perumahan 1.000 1.100 400

3. Sandang 400 420 2200

4. Transportasi 300 330 1700

Jika IHK bulan April adalah 100 maka berdasarkan data tabel diatas, hitung indeks

harga bulan Mei dan

tentukan berapa prosen kecenderungann kenaikan harganya.

Jawab :

N Nama Barang Harga Harga Jumlah PoQ0 PnQ0

Σ(Pn.Qo)

In = x 100

Σ(Po.Qo)
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o April(P

0) (Rp)

Mei(Pn)

(Rp)

(Q0)

(Rp)

(Rp) (Rp)

1. Bahan

Makanan

500 600 2.000 1.000.000 1.200.000

2. Perumahan 1.000 1.100 400 400.000 440.000

3. Sandang 400 420 2200 880.000 924.000

4. Transportasi 300 330 1700 510.000 561.000

Jumlah 2.79.000 3.125.000

Indeks harga bulan mei adalah

Jadi, indeks harga bulan Mei adalah 112. Berati bulan mei ada kecenderungan harga naik

sebesar 12% dibanding bulan April.

Soal latihan :

1. Pengertian inflasi adalah...

2. Salah satu penyebab inflasi adalah peranan jumlah uang yang beredar dan harapan. Hal

ini menurut teori...

3. Pemikir atas dasar persamaan pertukaran MV=PT adalah...

4. Jika besarnya inflasi kurang dari 10 % setahun, maka dinamakan...

5. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi disebut …....

6. Inflasi yang disebabkan dari Domestic Inflation dan Imported Inflation, termasuk dalam

golongan inflasi berdasarkan...

7. Demand Pull inflation dapat terjadi karena beberapa hal berikut, kecuali...

8. Inflasi akan menguntungkan pihak...

9. Sebutkan dan uraikan pihak-pihak yang terkena dampak inflasi

Σ(Pn.Qo)

In = x 100

Σ(Po.Qo)

= 3.125.000 x 100%

2.790.000

= 112,00 %
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BAB II

KEBIJAKAN MONETER

Kompetensi dasar :

A. Mendeskripsikan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

4.1 Mengevaluasi peran dan fungsi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

Materi Pokok : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

A. Kebijakan Moneter

1. Pengertian kebijakan moneter

2. Peran dan fungsi kebijakan moneter

3. Tujuan Kebijakan Moneter

4. Jenis Kebiajakan Moneter

5. Instrumen Kebijakan Moneter

B. Kebijakan Fiskal

1. Pengertian kebijakan fiskal

2. Peran dan fungsi kebijakan fiskal

3. Tujuan Kebijakan Fiskal

4. Instrumen kebijakan fiskal

5. Bentuk Kebijakan Fiskal
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PETA KONSEP

Kata kunci :

1 Kebijakan moneter ekspansif 5 kebijakan fiskal

2 kebijakan moneter kontraktif 6 Kebijakan anggaran berimbang

3 Operasi Pasar Terbuka 7 Kebijakan anggaran defisit

4 Kebijakan Diskonto 8 Anggaran surplus

Kita telah mengetahui bahwa pemerintah adalah salah satu pelaku ekonomi, selain

konsumen, produsen dan masyarakat luar negeri. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah

juga ikut terlibat dalam kegiatan perekonomian. Pemerintah memiliki dua peranan

pentrng dalam perekonomian, yaitu sebagai regulator dan fasilitator. Sebagai regulator.

pemerintah berperan dalam membuat peraturan atau kebijakan untuk memastikan

kegiatan perekonomian berjalan dengan tertib. Sedangkan sebagai fasilitator, pemerintah

berperan dalam memberikan pelayanan atau menyedakan fasilitas (sumber daya) untuk

mendukung kelancaran kegiatan perekonomian.

Peranan Kebijakan Moneter

Jenis Kebijakan Moneter

Tujuan Kebijakan Moneter

Instrumen Kebijakan Moneter

Pengertian kebijakan fiskal

Peran dan fungsi kebijakan fiskal

Tujuan kebijakan fiskal

Instrumen kebijakan fiskal

Kebijakan Anggaran

Bentuk-bentuk kebijakan fiskal

Pengertian Kebijakan Moneter

KEBIJAKAN EKONOMI

Kebijakan moneter

Kebijakan tingkat kurs

Kebijakan pendapatan

Kebijakan Fiskal
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Dalam perekonomian suatu negara, jika pemerinlah memandang bahwa

pembangunan ekonomi, yang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka

pemerintah akan mengambil serangkaian tindakan kebijakan untuk menstabilkan kembali

situasi pererkonomian tersebut. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah

melakukan berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi, baik dalam tingkat mikro maupun

dalam tingkat makro.

Pada bab ini, kita akan mengkhususkan pembahasan mengenai kebijakan

pemerintah di tingkat makro khususnya kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah,

dalam hal ini bank sentral, dan kebijakan fiskal oleh pemerintah melalui menteri

keuangan yang merupakan kebijakan ekonomi pemerintah di tingkat makro.

PERAGA 7.1 BAGAN KEBIJAKAN MAKRO SEBUAH NEGARA

A. KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH

Dalam menjalankan fungsi regulator. pemerintah berperan dalam membuat

peraturan atau kebijakan untuk memastikan kegiatan perekonomian berjalan dengan

tertib. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi, baik dalam tingkat

mikro maupun dalam tingkat makro. Di tingkat makro, kebijakan-kebijakan yang diambil

pemerintah memiliki sasaran antara lain mempertahankan tingkat kesempatan kerja

penuh (full employment), mempertahankan tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil,
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mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran, dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, pemerintah menggunakan bentuk

kebijakan makro, di antaranya adalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan

tingkat kurs, dan kebijakan pendapatan. Kebijakan moneter terdiri atas kebijakan-

kebijakan yang dibuat untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan/atau “harga uang”,

yang disebut tingkat bunga. Kebijakan fiskal tampak jelas pada APBN. Dalam kebijakan

itu, pemerintah menentukan pendapatan dan pengeluaran untuk tahun anggaran yang

akan datang. Kebijakan tingkat kurs berpengaruh pada posisi keseimbangan neraca

pembayaran. Sementara itu, kebijakan pendapatan biasanya diartikan sebagai kebijakan

“tingkat upah”.

B. KEBIJAKANMONETER

Bank sentral merupakan bank yang

memiliki otoritas untuk mengendalikan

kondisi moneter di sebuah negara. Di ndonesia,

otoritas ini dipegang oleh Bank Indonesia (BI).

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1999,

tujuan BI adalah mencapai kestabilan nilai

rupiah terhadap barang dan jasa yang

tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk

mencapai tujuan Bank Indonesia tersebut di atas, antara lain mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga (3)

bidang utama tugas Bank Indonesia. Tiga pilar itu adalah sebagai berikut. Menetapkan

dan melaksanakan kebijakan moneter. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran. Mengatur dan mengawasi bank.

Dari ketiga pilar tugas Bank Indonesia, kita akan memfokuskan diri pada

pembahasan mengenai kebijakan moneter. Kita akan mengawali pembahasan dari
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pengertian kebijakan moneter, hingga instrumen-instrumen yang digunakan bank

Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter tersebut.

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter

(bank Central atau bank Indonesia) untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar atau

daya beli uang. Caranya adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan

moneter, seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum,

batas maksimum pemberian kredit dan moral suasion.

Melalui instrumen-instrumen tersebut akan terjadi perubahan jumlah uang yang

beredar. Perubahan jumlah uang ini pada akhirnya akan memengaruhi kestabilan moneter

agar lebih kondusif pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberhasilan kebijakan moneter

biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran dan

perbaikan kualitas kerja.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang

Bank Indonesia, yang dimaksud “Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan

dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai

rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau

suku bunga”

Kestabilan moneter sebuah negara adalah suatu kondisi yang memperlihatkan

jumlah uang yang beredar mencukupi untuk mendukung seluruh transaksi dalam

perekonomian. Dalam kondisi tersebut, jumlah uang yang beredar tidak berlebih ataupun

kurang. Bila terjadi kekurangan atau kelebihan uang, maka pemerintah harus mengambil

suatu tindakan atau kebijakan sehingga jumlah uang yang beredar kembali stabil.

2. Peranan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan di bidang ekonomi yang

sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Apabila

jumlah uang yang beredar di suatu negara kurang dari yang dibutuhkan, negara yang

bersangkutan cenderung mengalami kelesuan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, jika uang
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yang beredar di suatu negara melebihi dari yang dibutuhkan, maka negara yang

bersangkutan cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Sehingga kestabilan ekonomi

akan terganggu.

3. Tujuan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat

diukur dengan Keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional, Kesempatan Kerja,

Kestabilan Harga, Stabilitas Ekonomi.

a. Stabilitas Ekonomi.

Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi

berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus

barang/jasa dan arus uang berjalan seimbang.

b. Kesempatan Kerja.

Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan. Produksi

biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah

maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan

meningkatkan taraf hidup karyawan dan akhirnya kemakmuran dapat tercapai.

c. Kestabilan Harga.

Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu.

Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada

tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli

ang dari waktu ke waktu adalah sama.

d. Keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional.

Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang bila jumlah nilai

barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan

neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan

moneter, misalnya dengan melakukan devaluasi. Dan dengan adanya devaluasi,

diharapkan nilai ekspor Indonesia akan meningkat sehingga neraca perdagangan

dan neraca pembayaran luar negeri menjadi surplus dan minimal menjadi balance.
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4. Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Sentral dapat dilakukan secara

langsung maupun secara tidak langsung. Tindakan politik moneter langsung berarti

pemerintah atau bank sentral secara langsung campur tangan dalam hal peredaran uang

atau kredit perbankan. Misalnya dengan mencetak uang baru, merombak sistem

penbankan, mengambil alih urusan perbankan/perkreditan, membekukan saldo

perusahaan swasta/negara di bank dan lain sebagainya. Kebijaksanaan moneter tidak-

langsung yaitu melalui pengaruh Bank Sentral terhadap pemberian kredit oleh dunia

perbankan.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara

menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat

digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan

dalam rangka menambah jumlah uang yang beedar.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu

kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga

dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Seperti halnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif

maupun kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan pemerintah jika ingin

menambah jumlah uang beredar di masyarakat atau dengan tujuan akhir mempercepat

roda perekonomian yang Iebih dikenal sebagai kebijakan uang Ionggar (easy money

policy). Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya

beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau

depresi. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar di

masyarakat, kebijakan moneter yang ditempuh adalah kebijakan moneter kontraktif

atau yang lebih dikenal dengan nama kebijakan uang ketat (tight money policy) dengan

tujuan akhir menurunkan tingkat infiasi.

Sebagai ilustrasi, Perhatikan kebijakan penetapan suku bunga dan kebijakan

penetapan jumlah uang beredar berikut ini.
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Kebijakan penetapan tingkat suku bunga menyiratkan bahwa penawaran uang

(money supply) dibiarkan naik dan turun mengikuti perubahan permintaan masyarakat

terhadap uang pada tingkat bunga yang sudah dipatok oleh bank Indonesia. Oleh karena

itu, Bank Indonesia akan mencetak uang sesuai dengan permintaan uang oleh masyarakat,

sedemikian hingga tingkat suku bunga yang telah ditargetkan oleh Bank Indonesia

tercapai.

Ketika permintaan masyarakat akan uang meningkat, maka respon Bank

Indonesia adalah menambah penawaran uang beredar. Sebaliknya, pada saat permintaan

uang masyarakat berkurang, Bank Indonesia akan merespon dengan mengurangi jumlah

uang beredar. Untuk mendapat ilustrasi yang jelas, perhatikan Peraga 7.1.

PERAGA 7.1 KEBIJAKAN PENETAPAN SUKU BUNGA

Kondisi keseimbangan awal pada pasar uang terjadi pada titik E dengan jumlah

uang beredar Q dan tingkat suku bunga I. Misalkan permintaan uang masyarakat

bertambah sebagai akibat dari bertambahnya pendapatan masyarakat. Sebagai akibatnya,
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kurva permintaan akan bergeser ke kanan, dari D menjadi D’. Karena bank sentral

mengambil kebijakan penetapan tingkat suku bunga, maka kenaikan permintaan uang

oleh masyarakat akan direspon dengan kenaikan penawaran uang, sedemikian hingga

tingkat bunga tidak berubah.

Pada Peraga 7.1, terlihat bahwa respon pemerintah menambah uang beredar

menyebabkan kurva penawaran uang bergeser dari S menjadi S’. Sementara tingkat suku

bunga tetap sebesar I. Berbeda dengan pematokan tingkat suku bunga, penentuan

penawaran (jumlah uang beredar) menyiratkan bahwa bank sentral harus menghilangkan

kelebihan atau memulihkan kembali kelangkaan uang yang terjadi, tanpa menghiraukan

berapa besar naik turun tingkat bunga jangka pendek. Itulah mengapa dengan kebijakan

bank sentral seperti ini, tingkat suku bunga bank akan bergerak sesuai dengan perubahan

permintaan akan uang. Kebijakan penetapan jumlah uang beredar ini dapat dilihat pada

Peraga 7.2.

PERAGA 7.2 KEBIJAKAN PENETAPAN JUMLAH UANG BEREDAR



14

23

Ekuilibrium awal pasar uang terjadi pada titik E dimana jumlah uang beredar

sebesar Q dan tingkat suku bunga sebesar I. Ketika permintaan uang masyarakat

bertambah karena bertambahnya pendapatan, maka kurva permintaan akan bergeser dari

D menjadi D’. Karena bank sentral mengambil kebijakan penetapan jumlah uang beredar,

maka perubahan permintaan ini tidak direspon oleh bank sentral. Akibatnya, tingkat suku

bunga naik menjadi I’ sementara jumlah uang beredar tetap. Pun demikian halnya ketika

permintaan terus naik menjadi D’’, maka tingkat suku bunga akan terus naik menjadi I’’.

Pengaruh kebijakan moneter yang pertama kali terasa adalah pada sektor moneter

dan perbankan (tingkat bunga, inflasi, kredit dan sebagainya), yang kemudian ditransfer

ke sektor riil (misalnya investasi dan konsumsi) yang berarti terbukti bahwa adanya

kebijakan moneter akan mempengaruhi kegiatan ekonomi.

Dalam menjalankan kebijakan moneter ini Bank Indonesia dapat menempuh

kebijakan melalui instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, politik

diskonto, cadangan minimum atau perkreditan yang dapat memepengaruhi jumlah uang

beredar

5. Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro.

Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah mencapai kemakmuran masyarakat

(social welfare). Untuk mencapai tujuan kebijakan moneter sebagaimana sudah

diungkapkan di atas, maka bank sentral mengeluarkan berbagai instrumen atau alat untuk

mempengaruhi situasi perekonomian sehingga bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan

pemerintah. Instrumen-instrumen tersebut antara lain:

a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Policy).

Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah cara mengendalikan uang yang beredar

dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika

ingin menambah jumlah uang beredar, bank sentral dapat memerintahkan para pialang
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obligasinya untuk membeli obligasi dari semua pasar obligasi di seluruh negara. Uang

yang dibayarkan bank sentral untuk membeli surat berharga ini akan mengalir dan

memperbanyak jumlah uang yang beredar di pasar. Namun, bila ingin jumlah uang yang

beredar berkurang, maka bank sentral dapat melakukan hal yang sebaliknya. Ia akan

menjual surat berharga pemerintah yang dimilikinya kepada publik di pasar saham.

Masyarakat akan membayar surat berharga itu dengan uang tunai atau simpanan mereka

di bank. Hal ini dengan sendirinya akan mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar.

Operasi pasar terbuka ini relatif mudah dilaksanakan karena bank sentral dapat

melakukan kebijakan ini tanpa harus mengubah peraturan atau undang-undang perbankan.

Karenanya, operasi pasar terbuka ini merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter

yang sering dilakukan bank sentral.

Di Indonesia, operasi pasar terbuka ini dilakukan dengan tiga cara, pertama Lelang

Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Surat berharga yang dijual oleh Bank Indonesia adalah

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). SBI adalah

surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai

pengakuan utang berjangka waktu pendek dan diperjualbelikan dengan diskonto. Melalui

penggunaan SBI tersebut, BI secara tidak langsung dapat memengaruhi tingkat bunga di

pasar uang. Kedua, Penggunaan Fasilitas Bank Indonesia (Fasbi) di Pasar Uang

Rupiah. Selain lelang SBI mingguan, Bank Indonesia juga melakukan kegiatan secara

langsung di pasar uang rupiah melalui Fasilitas Bank Indonesia (Fasbi). Hal ini dilakukan

terutama apabila terjadi perkembangan di luar perhitungan yang dapat menyebabkan

tidak tercapainya target uang primer melalui lelang SBI. Ketiga Sterilisasi atau

intervensi di pasar valuta asing (valas). Pada saat-saat tertentu, Bank Indonesia juga

melakukan intervensi di pasar valuta asing. Hal ini dilakukan terutama bila pemerintah

akan membiayai kegiatan suatu proyek (membutuhkan rupiah) dengan cara menggunakan

dana valuta asingnya yang disimpan sebagai cadangan devisa di Bank Indonesia.

b. Kebijakan Diskonto.

Kebijakan Diskonto (Discount Rate). Kebijakan diskonto adalah pengaturan jumlah

uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum.
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Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank

sentral.

Suku bunga akan dinaikkan jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat

berlebih. Dengan naiknya suku bunga, masyarakat akan berlomba-lomba menabung di

bank. Di pihak lain, para pengusaha akan mengurangi investasi yang dibiayai pemerintah.

sebaliknya, suku bunga diturunkan jika jumlah uang beredar dalam masyarakat berkurang.

Penurunan suku bunga akan mendorong pengusaha mengadakan Investasi dengan

meminjam uang dari bank.

c. Kebijakan Perubahan Cadangan Minimun (Minimum Reserve Requirement)

Kebijakan Perubahan Cadangan Minimun atau Giro Wajib Minimum (GWM)

adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan

perbankan yang harus disimpan pada Bank Indonesia. Untuk menambah jumlah uang,

Bank Indonesia menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang

beredar, Bank Indonesia menaikkan rasio cadangan wajib.

Giro Wajib Minimum (GWM) pada dasarnya merupakan sejumlah dana dalam

jumlah minimum yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank di Bank

Indonesia. Keharusan menyediakan jumlah minimum ini disebut juga sebagai likuiditas

wajib minimum.

Kenaikan angka cadangan minimum ini akan memaksa bank mempertahankan lebih

banyak dananya untuk cadangan, sehingga persentase deposito yang dapat disalurkan

sebagai pinjaman berkurang. Itu artinya kenaikan giro wajib minimum menyebabkan

kenaikan rasio cadangan sehingga menurunkan penggandaan uang dan pada akhirnya

menurunkan jumlah uang beredar. Sebaliknya, penurunan cadangan minimum ini akan

menurunkan rasio cadangan sehingga memperbesar penggandaan uang dan pada akhirnya

akan meningkatkan jumlah uang beredar.

Dalam praktik Bank sentral tidak terlalu sering mengubah ketentuan cadangan

minimum karena perubahan yang terlalu sering dilakukan akan mengganggu bisnis

perbankan. Sebagai contoh, jika bank sentral mendadak meningkatkan cadangan

minimum, sebagian bank akan langsung kekurangan dana sekalipun jumlah deposito
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yang mereka miliki tidak berubah. sebagai akibatnya, bank-bank ini akan terpaksa

menutup pemberian pinjaman sampai mereka memiliki dana cadangan sebanyak

kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan baru itu. Di Indonesia, terdapat beberapa kali

perubahan angka cadangan minimum. Pada tahun 1988, melalui Pakto 1998, GWM

setiap bank ada Bank Indonesia adalah 2%. Jumlah ini meningkat menjadi 3% pada tahun

1996. Terakhir pada tahun 1997, tingkat likuiditas wajib minimum (statutory reserve

requirement) ini sebesar 5%.

d. Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah legal leading limit yaitu batas

maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada

peminjam atau kelompok peminjam tertentu.

Bank sentral menetapkan batas maksimum pemberian kredit kepada nasabahnya.

Misalnya, 80% dari nilai-ilai surat berharga yang dibeli oleh pedagang surat-surat

berharga dibiayai dengan dana sendiri. Sementara 20% sisanya, dibiayai dengan cara

meminjam dana dari bank. Jika jumlah uang beredar melebihi kemampuan ekonomi,

bank dapat menaikkan batas maksimum pemberian kredit. Sebaliknya, jika jumlah uang

beredar kurang, maka bank sentral menurunkan batas maksimum pemberian kredit.

e. Dorongan Moral.

Himbauan Moral (Moral Persuasion).Himbauan moral adalah kebijakan moneter

untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku

ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati

dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau

agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang

beredar pada perekonomian.

 Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral untuk meminta

atau menghimbau bank-bank yang ada untuk mempertimbangkan berbagai kondisi

dan situasi mikro setiap bank dalam menyusun rencana kreditnya.
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 Kebijakan dorongan moral ini pada dasarnya dijalankan oleh bank sentral agar

perbankan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit,

namun dengan tetap memberikan kebebasan bagi perbankan untuk tumbuh dan

berkembang berdasarkan mekanisme pasar.

 Bank sentral dapat juga menggunakan media massa dengan cara melakukan pidato,

pengumuman, atau surat edaran, agar setiap lembaga moneter dan individu yang

dituju dapat bersikap sesuai dengan kehendak penguasa moneter.

Meskipun bank sentral memiliki perangkat untuk mempengaruhi jumlah uang yang

beredar, tidak selamanya perangkat ini dapat bekerja dengan sempurna. Dua masalah

sebagai berikut dapat terjadi. Bank sentral tidak dapat mengendalikan jumlah uang yang

dipegang rumah tangga dalam bentuk simpanan deposito di bank. Bila semakin banyak

masyarakat yang menyimpan dalam bentuk deposito di bank, maka akan semakin besar

cadangan yang dimiliki bank. Pada akhirnya, akan semakin besar kemampuan perbankan

dalam menciptakan uang. Demikian pula sebaliknya, jika semakin sedikit dana

masyarakat yang disimpan di bank, maka akan semakin kecil cadangan bank hingga

akhirnya menurunkan kemampuan bank untuk menciptakan uang. Mengapa hal ini bisa

sampai terjadi? Andaikan suatu hari masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem

perbankan sehingga kemudian memutuskan untuk menarik simpanan mereka di bank dan

memilih menyimpannya sendiri dalam bentuk uang tunai. Kalau hal ini sampai terjadi,

maka perbankan akan kehilangan cadangan dan kemampuan untuk menciptakan uang

akan jauh berkurang. Dalam kasus ini, jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat

akan berkurang tanpa bantuan dari bank sentral.

C. KEBIJAKAN FISKAL

Salah satu kebijakan ekonomi makro yang berada didalam otoritas pemerintah

adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur

jumlah uag yang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan kepada pengaturan

pengeluaran dan pendapatan pemerintah.

1. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy)
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Fiskal (Latin: Fiscus) berasal dari nama pribadi dari pemegang keuangan pertama

pada zaman Kekaisaran Romawi, secara harfiah dapat diartikan sebagai “keranjang” atau

“tas”, (inggris: fisc) berarti perbendaharaan negara atau perbendaharaan kerajaan.

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan

kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan

pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas

utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal

tersebut diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan

dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil

pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran Negara dan

pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal

adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi

kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau

menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan

anggaran.

2. Peran dan fungsi kebijakan fiskal

Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan

bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun

ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan

Nasional. Ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut

menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah

maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam

mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya

pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan

demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat

mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan
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seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran

internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.

Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk

tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan

kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran

Pemerintah yang bersifat autonomous, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja

modal, dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh. Sebaliknya

dalam kondisi ekonomi yang memanas akibat terlalu tingginya permintaan agregat,

kebijakan fiskal dapat berperan melalui kebijakan yang kontraktif untuk

menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian. Itu

sebabnya kebijakan fiskal memiliki fungsi strategis di dalam mempengaruhi

perekonomian dan mencapai sasaran pembangunan

3. Tujuan kebijakan fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian

dengan sasaran untuk (1) meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan

ekonomi, (2) memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, (3)

menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi. Hal ini dilakukan dengan

jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah

transfer pemeirntah (Tr) dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat

mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara

optimal. Kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara,

diantara pendapatan negara antara lain misalnya : bea dan cukai, devisa negara,

pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan

untuk pengeluaran negara misalnya : belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah,

pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, memang keduanya

sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
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Kebijakan fiskal bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi

pengangguran. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan utama dari

kebijakan fiskal. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti

tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang

maksimal, tetapi juga berakibat bertambahnya jumlah orang yang menganggur.

Kesempatan kerja penuh (full employment) dapat diartikan sebagai keadaan dimana

semua pemilik faktor produksi yang ingin mempekerjakannya pada tingkat harga atau

upah yang berlaku dapat memperoleh pekerjaan bagi faktor-faktor produksi tersebut.

Konsep kesempatan kerja ini biasanya dihubungkan dengan kesempatan kerja manusia,

karena pengangguran tenaga kerja ini mempunyai pengaruh sosial yang luas.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempertahankan kestabilan harga umum pada

tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum jelas akan

mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan kehilangan

harapan untuk mendapat keuntungan. Sebaliknya, harga yang terus meningkat juga

mempunyai akibat yang tidak menggembirakan. Inflasi memang dapat menciptakan

kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan pada beberapa kelompok orang,

tetapi juga berdampak negatif pada orang yang berpenghasilan rendah atau tetap. Inflasi

yang deras juga bisa melemahkan sektor swasta, karena investor cenderung berinfestasi

pada barang tahan lama, seperti rumah dan tanah. Dalam jangka panjang inflasi akan

membuat kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

4. Instrumen kebijakan fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang

berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang

berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya

beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.

Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan

output industri secara umum. Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan
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pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-variabel berikut dalam

perekonomian

5. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan : penstabil otomatik

(bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk

menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi) dan kebijakan fiskal diskresioner

(langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara

khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi

masalah-masalah ekonomi yang dihadapi).

Penstabil otomatik adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional,

kebijakan harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak

proporsional, pajak ini biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu

dan praktekkan hampir disemua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah pendapatan

seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin

besar pajak dikenakan ke atas tambahan pendapatan yang diperoleh. Dibeberapa negara

sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak ke atas keuntungan

perusahaan-perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional

dengan keuntungan yang diperoleh.

6. Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

Suatu anggaran dapat disusun dengan struktur anggaran berimbang, surplus, atau

defisit. Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran

berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan

pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Melalui kebijakan anggaran berimbang,

kestabilan ekonomi diharapkan dapat dipertahankan, begitu pula untuk menghindarkan

defisit. Namun pada saat ini kebijakan anggran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit

(defisit budget) atau disebut Kebijakan Fiskal Ekspansif, anggaran surplus (surplus

budget) atau Kebijakan Fiskal Kontraktif.
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Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat

pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada

perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas

barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap

peningkatan pendapatan nasional. Contohnya pemerintah mengadakan proyek

membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja

lain untuk menyelesaikannya, dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga

kerja, hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah.

Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah satu

keunggulannya adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan utang

yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat. Menurut Menkeu Agus

DW Martowardojo penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan

ekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang

tinggi. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

Kebijakan anggaran defisit cenderung mendorong timbulnya tingkat inflasi yang

lebih tinggi. Salah satu cara menutup defisit dapat dilakukan melalui pencetakan uang,

yang berarti menambah jumlah uang yang beredar, dan selanjutnya akan mendorong

naiknya tingkat harga dan merosotnya nilai uang. Jika keadaan tersebut berlangsung terus

menerus maka inflasi dapat terjadi. Anggaran defisit ini pernah terjadi di jaman orde lama,

dimana pemerintah melakukan peminjaman/hutang, dengan meminjam dari Bank

Indonesia, yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena

uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit

dipinjamlah uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk

memberi pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari

luar negeri. Ini merupakan salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan dari

anggaran defisit

Meskipun demikian, tidak berarti keadaan defisit adalah buruk dan harus dihindari.

Pada kondisi tertentu, saat perekonomian lesu dan ditandai dengan tingkat suku bunga

yang tinggi misalnya, defisit anggaran dapat diartikan bahwa pemerintah sedang berusaha
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meningkatkan belanja pemerintah (government expenditure), agar perekonomian dapat

menggeliat kembali

Sedangkan, anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat

pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus

dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas

(overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan

pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya

politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi

yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. Cara kerja

anggara surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah

dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan

selisihnya untuk melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran

akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi.

Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan

mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan anggaran surplus cenderung menimbulkan gejala deflasi. Surplus

anggaran dapat menimbulkan keadaan jumlah uang yang beredar semakin kecil, yang

pada akhirnya menyebabkan tingkat harga cenderung turun (gejala deflasi). Sebagaimana

pembahasan sebelumnya, kebijakan anggaran yang dianut di Indonesia sebelum tahun

2001 menggunakan anggaran berimbang dinamis, dan sejak tahun 2001 menggunakan

kebijakan anggaran surplus/ defisit.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan anggaran sangat

mempengaruhi ekonomi suatu negara dan berarti juga ikut mempengaruhi tingkat

kemakmuran negara melalui terciptanya stabilitas moneter. Kelangsungan anggaran

negara menjadi isu penting di saat krisis ekonomi, yang menimbulkan kerusakan di

berbagai bidang, dan telah meningkatkan beban belanja APBN dalam jumlah yang sangat

besar. Tambahan beban tersebut meliputi alokasi dana APBN untuk (i) pembayaran

bunga program rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan; (ii) pembiayaan program

Jaring Pengaman Sosial; dan (iii) membengkaknya kebutuhan anggaran untuk subsidi,
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terutama subsidi BBM. Beban APBN juga bertambah berat sebagai akibat anjloknya nilai

tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD. Oleh karena itu,

mempertahankan kelangsungan anggaran negara merupakan salah satu hal yang mau

tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah, terutama menghadapi tahun-tahun ke depan

yang diprediksi akan menjadi tahun yang berat bagi bangsa ini.

D. HUBUNGAN KEBIJAKANMONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang

dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi

rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat.

Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat,

yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di

pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat

harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang

di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan

umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik

terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.

RANGKUMAN

1. Kebijakan moneter adalah tindakan penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk

mempengaruhi jumlah uang yang beredar.

2. Istilah kebijakan moneter banyak dipakai untuk menyebutkan seluruh tindakan yang

mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga.

3. Lembaga yang berwenang untuk menjalankan tindakan mempengaruhi jumlah uang

yang beredar adalah bank sentral (di Indonesia wewenang itu dipegang oleh Bank

Indonesia).

4. Ketika permintaan masyarakat akan uang meningkat, maka respon Bank Indonesia

adalah menambah penawaran uang beredar. Sebaliknya, pada saat permintaan uang



14

35

masyarakat berkurang, Bank Indonesia akan merespon dengan mengurangi jumlah

uang beredar.

5. Tindakan politik moneter langsung berarti pemerintah atau bank sentral secara

langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan.

6. Kebijaksanaan moneter tidak-langsung yaitu melalui pengaruh Bank Sentral

terhadap pemberian kredit oleh dunia perbankan.

7. Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy), adalah suatu kebijakan

dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.

8. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy), Adalah suatu

kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.

9. Kebijakan moneter bertujuan secara umum adalah mencapai kesejahteraan sosial

(social welfare)

10. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi

berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan

11. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang bila jumlah nilai

barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor.

12. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering

menjalankan kebijakan moneter, misalnya dengan melakukan devaluasi.

13. Instrumen Kebijakan Moneter meliputi : Operasi Pasar Terbuka (Open Market

Policy), Penggunaan Fasilitas Bank Indonesia (Fasbi) di Pasar Uang Rupiah,

Kebijakan Diskonto, Kebijakan Perubahan Cadangan Minimun (Giro Wajib

Minimum), Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Dorongan Moral.
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BAB 3

KEBIJAKAN FISKAL

Salah satu kebijakan ekonomi makro yang berada didalam otoritas pemerintah adalah

kebijakan fiskal. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uag yang

beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan kepada pengaturan pengeluaran dan

pendapatan pemerintah.

1. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy)

Fiskal (Latin: Fiscus) berasal dari nama pribadi dari pemegang keuangan pertama pada

zaman Kekaisaran Romawi, secara harfiah dapat diartikan sebagai “keranjang” atau “tas”,

(inggris: fisc) berarti perbendaharaan negara atau perbendaharaan kerajaan.

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi

perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran

pemerintah.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya

berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan

bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri

Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang

dipisahkan.

Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran Negara dan pajak

yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah

apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan

permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar

tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
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2. Peran dan fungsi kebijakan fiskal

Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa

volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun

bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. Ini berarti

bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan

nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan

fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional

terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi

jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal,

pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak

diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran

internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.

Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan

pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan

rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan

ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran Pemerintah yang bersifat

autonomous, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, dapat memberi stimulasi

kepada perekonomian untuk bertumbuh. Sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang memanas

akibat terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal dapat berperan melalui kebijakan

yang kontraktif untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber

perekonomian. Itu sebabnya kebijakan fiskal memiliki fungsi strategis di dalam mempengaruhi

perekonomian dan mencapai sasaran pembangunan

3. Tujuan kebijakan fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan

sasaran untuk (1) meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi, (2)

memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, (3) menstabilkan harga-harga barang,

khususnya mengatasi inflasi. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil

pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemeirntah (Tr) dan jumlah pajak (Tx)

yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan

tingkat kesempatan kerja (N).
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Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara

pendapatan negara antara lain misalnya : bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak

penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran

negara misalnya : belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan

prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan

fiskal dan kebijakan moneter, memang keduanya sangat menentukan pertumbuhan ekonomi

suatu negara.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi

pengangguran. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan utama dari kebijakan

fiskal. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya

tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang maksimal, tetapi juga berakibat

bertambahnya jumlah orang yang menganggur. Kesempatan kerja penuh (full employment)

dapat diartikan sebagai keadaan dimana semua pemilik faktor produksi yang ingin

mempekerjakannya pada tingkat harga atau upah yang berlaku dapat memperoleh pekerjaan bagi

faktor-faktor produksi tersebut. Konsep kesempatan kerja ini biasanya dihubungkan dengan

kesempatan kerja manusia, karena pengangguran tenaga kerja ini mempunyai pengaruh sosial

yang luas.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat

yang layak. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum jelas akan mendorong timbulnya

pengangguran karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapat keuntungan.

Sebaliknya, harga yang terus meningkat juga mempunyai akibat yang tidak menggembirakan.

Inflasi memang dapat menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan pada

beberapa kelompok orang, tetapi juga berdampak negatif pada orang yang berpenghasilan rendah

atau tetap. Inflasi yang deras juga bisa melemahkan sektor swasta, karena investor cenderung

berinfestasi pada barang tahan lama, seperti rumah dan tanah. Dalam jangka panjang inflasi akan

membuat kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
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4. Instrumen kebijakan fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang

berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan

berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan

meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak

akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak

pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian

5. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan : penstabil otomatik (bentuk-

bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk menimbulkan

kestabilan dalam kegiatan ekonomi) dan kebijakan fiskal diskresioner (langkah-langkah dalam

bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas

sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi).

Penstabil otomatik adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan

harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak proporsional,

pajak ini biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu dan praktekkan

hampir disemua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah pendapatan seseorang tidak perlu

membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar pajak dikenakan ke atas

tambahan pendapatan yang diperoleh. Dibeberapa negara sistem pajak proporsional biasanya

digunakan untuk memungut pajak ke atas keuntungan perusahaan-perusahaan korporat, yaitu

pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yang diperoleh.

6. Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

Suatu anggaran dapat disusun dengan struktur anggaran berimbang, surplus, atau defisit.

Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang.

Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar

dengan pemasukan. Melalui kebijakan anggaran berimbang, kestabilan ekonomi diharapkan

dapat dipertahankan, begitu pula untuk menghindarkan defisit. Namun pada saat ini kebijakan
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anggran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget) atau disebut Kebijakan Fiskal

Ekspansif, anggaran surplus (surplus budget) atau Kebijakan Fiskal Kontraktif.

Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran

lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini,

peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan

pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional.

Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah

membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya, dengan kata lain proyek ini

menyerap SDM sebagai tenaga kerja, hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ

bertambah.

Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah satu keunggulannya

adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan utang yang jelas dan lebih

transparan serta bisa diawasi masyarakat. Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo penerapan

kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan ekspansi fiskal dan menguatkan

pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang tinggi. Umumnya sangat baik

digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

Kebijakan anggaran defisit cenderung mendorong timbulnya tingkat inflasi yang lebih

tinggi. Salah satu cara menutup defisit dapat dilakukan melalui pencetakan uang, yang berarti

menambah jumlah uang yang beredar, dan selanjutnya akan mendorong naiknya tingkat harga

dan merosotnya nilai uang. Jika keadaan tersebut berlangsung terus menerus maka inflasi dapat

terjadi. Anggaran defisit ini pernah terjadi di jaman orde lama, dimana pemerintah melakukan

peminjaman/hutang, dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi kemudian adalah

inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak.

Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak

mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah

terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Ini merupakan salah satu kasus yang menggambarkan

kelemahan dari anggaran defisit

Meskipun demikian, tidak berarti keadaan defisit adalah buruk dan harus dihindari. Pada

kondisi tertentu, saat perekonomian lesu dan ditandai dengan tingkat suku bunga yang tinggi

misalnya, defisit anggaran dapat diartikan bahwa pemerintah sedang berusaha meningkatkan

belanja pemerintah (government expenditure), agar perekonomian dapat menggeliat kembali
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Sedangkan, anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya

lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika

perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk

menurunkan tekanan permintaan.

Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan

pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik

anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai

memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. Cara kerja anggara surplus

adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak

lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk melunasi

beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman,

mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat

meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan anggaran surplus cenderung menimbulkan gejala deflasi. Surplus anggaran

dapat menimbulkan keadaan jumlah uang yang beredar semakin kecil, yang pada akhirnya

menyebabkan tingkat harga cenderung turun (gejala deflasi). Sebagaimana pembahasan

sebelumnya, kebijakan anggaran yang dianut di Indonesia sebelum tahun 2001 menggunakan

anggaran berimbang dinamis, dan sejak tahun 2001 menggunakan kebijakan anggaran surplus/

defisit.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan anggaran sangat mempengaruhi

ekonomi suatu negara dan berarti juga ikut mempengaruhi tingkat kemakmuran negara melalui

terciptanya stabilitas moneter. Kelangsungan anggaran negara menjadi isu penting di saat krisis

ekonomi, yang menimbulkan kerusakan di berbagai bidang, dan telah meningkatkan beban

belanja APBN dalam jumlah yang sangat besar. Tambahan beban tersebut meliputi alokasi dana

APBN untuk (i) pembayaran bunga program rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan; (ii)

pembiayaan program Jaring Pengaman Sosial; dan (iii) membengkaknya kebutuhan anggaran

untuk subsidi, terutama subsidi BBM. Beban APBN juga bertambah berat sebagai akibat

anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD. Oleh karena itu,

mempertahankan kelangsungan anggaran negara merupakan salah satu hal yang mau tidak mau

harus dilakukan oleh pemerintah, terutama menghadapi tahun-tahun ke depan yang diprediksi

akan menjadi tahun yang berat bagi bangsa ini.
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A. HUBUNGAN KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan

pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya

tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan

mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya

permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.

Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan

menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki

umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan

upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar

surat berharga.

RANGKUMAN

1. Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi

perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan

pengeluaran pemerintah.

2. Peran dan fungsi kebijakan fiskal, menentukan pembentukan tingkat pendapatan nasional

terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi

jalannya perekonomian.

3. Fungsi utama Kebijakan fiskal, fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi

distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga

fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

4. Tujuan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan sasaran

untuk (1) meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi, (2)

memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, (3) menstabilkan harga-harga

barang, khususnya mengatasi inflasi.

5. Instrumen kebijakan fiskal, Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran

pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
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6. Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran , Suatu anggaran dapat disusun dengan struktur

anggaran berimbang, surplus, atau defisit.
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